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Abstract

This study was prompted by the emergence of a case regarding permission for polvgamy based
on the grounds that the wife was unable to fulfill her biological ebligations, as outlined in the
Decision of the Jember Religious Court No. 3066/ Pdr.G/2024/PA.Jr. This issue is important to
examine because it relates to the construction of the judge s reasoning in interpreting biological
obligations within the household according to Islamic family law and positive law in Indonesia.
This study aims to analyze the judge’s reasoning in granting permission for polvgany and to
assess its consistency with the principles of Islamic family law. This study employs a normative
legal research method using a case study approach through the analysis of court rulings,
legislation, Islamic family law literature, and other relevant legal materials. The results indicate
that the judge interprets the inability to fulfill bielogical obligations as part of the condition where
a wife cannot perform her duties as stipulated in the Compilation of Islamic Law. However, this
reason is not used as the sole basis but is considered alongside other requirements such as the
wife's consent, economic capacity, and readiness to act fairly. This study concludes that judges’
rulings have sought to integrate the principles of justice, public interest, and positive legal
provisions into religious judicial practice, thereby contributing to the development of
contemporary Islamic family law scholarship.

Keywords: Sexual Relationships, Judicial Rulings, Islamic Family Law, Jember Religious Court.

Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya perkara izin poligami yang didasarkan pada alasan
ketidakmampuan istri memenuhi kewajiban biologis schagaimana terdapat dalam Putusan
Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA Jr. Persoalan tersebut menjadi penting
dikaji karena berkaitan dengan konstruksi pertimbangan hakim dalam memaknai kewajiban
biologis dalam rumah tangga menurut hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami
serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis
putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum keluarga Islam, dan bahan
hukum lain  yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memaknai
ketidakmampuan pemenuhan kewajiban biologis sebagai bagian dari kondisi istri yang tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun,
alasan tersebut tidak dijadikan dasar tunggal, melainkan dipertimbangkan bersama syarat lain
seperti persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan kesiapan berlaku adil. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa putusan hakim telah berupaya mengintegrasikan prinsip keadilan,




kemaslahatan, dan ketentuan hukum positif dalam praktik peradilan agama, sehingga memberikan
kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer.

Kata kunci: Relasi Seksual, Putusan Hakim, Hukum Keluarga Islam, Pengadilan Agama Jember.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi yang bertujuan
mewujudkan kehidupan keluarga yang tentram, penuh kasih sayang, dan diiringi rahmat
yang semuanya dilandasi oleh prinsip keadilan, tanggung jawab, serta mu ‘asvarah bil
ma ‘riif antara suami dan istri (Tasyukur & Yustisi, 2024). Hubungan antara suami dan
istri harus dibangun dan dipelihara di atas landasan keseimbangan antara hak dan
kewajiban yang saling melengkapi, yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan biologis.
Maka dari itu, pemenuhan berbagai kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk
kebutuhan hubungan intim suami istri, merupakan bagian dari tanggung jawab bersama
yang telah diatur secara proporsional dalam ketentuan syariat Islam, sehingga tidak tepat
apabila dimaknai sebagai bentuk penguasaan atau dominasi salah satu pihak, melainkan
harus dipahami sebagai ikhtiar bersama dalam memelihara keharmonisan dan

kelangsungan kehidupan rumah tangga (Ali, 2022).

Berdasarkan hukum Islam, poligami diperbolehkan namun dengan syarat-syarat
tertentu yang secara tegas disebutkan dalam QS. An-Nisa, ayat 3, yang membatasi jumlah
istri yang boleh dinikahi seorang pria hingga empat istri, dengan syarat memperlakukan
mereka dengan adil, serta QS. An-Nisa ayat 129 yang menegaskan keterbatasan manusia
dalam mencapai keadilan secara sempurna. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa
kebolehan poligami bukanlah hal yang mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip keadilan
dan tanggung jawab (Hafas, 2021). Oleh karena itu, poligami dalam Islam diposisikan
sebagai solusi dalam kondisi tertentu yang dibenarkan secara syariat, bukan sebagai
praktik yang bebas tanpa batas, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga

kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga (Riyandi S, 2023).

Di dalam kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengaturan mengenai
praktik poligami termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi tersebut mensyaratkan adanya

alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, seperti kondisi istri yang tidak mampu




melaksanakan kewajibannya, adanya gangguan atau keterbatasan kondisi kesehatan,
maupun ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan. Selain itu, pelaksanaan
poligami harus melalui izin pengadilan sebagai bentuk pengawasan terhadap praktik. Hal
ini menunjukkan bahwa hukum positif berupaya mengadopsi prinsip-prinsip syariat Islam
sekaligus menetapkan batasan-batasan normatif untuk memastikan bahwa praktik
poligami dilakukan dalam lingkup keadilan dan kepentingan umum (Aqil & Trigiyanto,
2023).

Salah satu aspek yang memegang peran penting dalam kehidupan berumah tangga
adalah terpenuhinya kebutuhan biologis yang menjadi hak sekaligus tanggung jawab
yang dipikul bersama antara suami dan istri. Menurut perspektif hukum keluarga Islam,
kewajiban tersebut merupakan bagian dari hubungan yang bersifat timbal balik,
sebagaimana tercermin dalam prinsip mu'asyarah bil ma'rif, sechingga pelaksanaannya
harus bertumpu pada adanya saling pengertian, kemampuan, serta kondisi masing-masing
pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini tidak selayaknya diartikan sebagai bentuk
ketimpangan atau ketidakadilan terhadap pihak perempuan, melainkan harus dipahami
sebagai bagian dari mekanisme yang ditetapkan syariat [slam sebagai upaya memelihara
dan menjaga keseimbangan yang proporsional antara hak dan kewajiban dalam

kehidupan berumah tangga (Aeni & Alhizbi, 2023).

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, persoalan yang berkaitan dengan
pemenuhan kewajiban biologis dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi
keharmonisan keluarga (Melu & Darwis, 2021). Dalam praktik peradilan, salah satu
alasan yang diajukan adalah ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban biologis
yang kemudian dijadikan dasar permohonan poligami. Dalam kondisi tertentu,
ketidakmampuan tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang berujung pada upaya
penyelesaian melalui jalur hukum (Nugraha & Akbar, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa
persoalan biologis dalam perkawinan tidak hanya bersifat privat, tetapi juga memiliki
implikasi yuridis ketika menjadi bagian dari pertimbangan dalam perkara di pengadilan

agama.

Dalam pelaksanaan peradilan agama, hakim memegang peranan yang sangat penting

dalam mengevaluasi dan mengkualifikasikan berbagai alasan yang dikemukakan oleh




pemohon dalam pengajuan permohonan izin poligami. Hakim tidak hanya menerapkan
ketentuan hukum secara harfiah, tetapi juga melakukan pertimbangan hukum dalam
menghubungkan antara norma yang berlaku dengan fakta yang terungkap di persidangan
(Nugraha & Akbar, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hakim
mengonstruksi pertimbangan hukum dalam memaknai alasan ketidakmampuan

pemenuhan kewajiban biologis sebagai dasar pemberian izin poligami.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa alasan yang berkaitan dengan
pemenuhan kewajiban biologis dapat dijadikan sebagai dasar dalam permohonan izin
poligami. Mahendra (2024) mengungkap bahwa faktor biologis dapat dipertimbangkan
sebagai bagian dari ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajiban. Sementara itu,
Netti (2020) menunjukkan bahwa kondisi tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan
biologis dianalogikan dengan ketentuan hukum yang ada dalam praktik peradilan.
Penelitian lain oleh Rifky et al. (2024) membahas aspek normatif terkait kewajiban dalam
hubungan suami istri. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat
deskriptif dan belum secara mendalam mengkaji bagaimana hakim membangun

pertimbangan hukum dalam putusan.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kekosongan kajian yang secara khusus
membahas konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam memaknai ketidakmampuan
istri menjalankan kewajiban biologis sebagai dasar pemberian izin poligami. Padahal,
aspek tersebut memiliki urgensi yang cukup signifikan dalam memahami sejauh mana
ketentuan hukum keluarga Islam maupun hukum positif dapat diimplementasikan secara

nyata dalam praktik peradilan yang berlangsung.

Berdasarkan dari pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, inti permasalahan
dalam penelitian ini adalahj bagaimana pengadilan menginterprestasikan dan
mempertimbangkan ketidak mampuan istri untuk memenuhi kewajiban biologisnya
sebagai salah satu alasan untuk memberikan izin poligami sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA Jr, serta sejauh mana
pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tersebut dapat dikatakan selaras dan
bersesuaian dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum keluarga Islam

maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.




Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis bagaimana hakim
membangun pertimbangan hukumnya dalam perkara yang melibatkan permohonan izin
poligami atas dasar ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban biologis, serta
menilai sejauh mana pertimbangan hukum tersebut selaras dengan prinsip-prinsip yang
terkandung dalam hukum keluarga Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang berarti bagi pengembangan dan pendalaman pemahaman akademis di
bidang hukum keluarga Islam; secara praktis, temuan-temuan penelitian ini diharapkan
dapat menjadi rujukan dan panduan yang bermanfaat bagi hakim serta praktisi hukum
dalam merumuskan dan menyusun putusan hukum yang lebih akurat dan komprehensif
saat menangani kasus-kasus serupa. kebaruan yang membuat penelitian ini berbeda dari
penelitian-penelitian sebelumnya berada pada fokus analisisnya yang secara spesifik dan
mendalam mengkaji konstruksi pertimbangan hukum hakim, sehingga diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam

pada konteks yang lebih kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang dalam
pelaksanaannya menerapkan pendekatan studi kasus sebagai metode utamanya, dengan
memusatkan kajiannya pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor
3066/Pdt.G/2024/PA Jr. Pendekatan tersebut dipilih dan diterapkan dengan tujuan untuk
mengkaji secara mendalam dan komprehensif pertimbangan hukum yang digunakan oleh
majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang
dilatarbelakangi oleh alasan ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban
biologisnya. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan secara
bersamaan, yakni pertama, pendekatan kasus (case approach) yang digunakan untuk
menganalisis konstruksi pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan tersebut;
kedua, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang digunakan untuk
mengukur kesesuaian pertimbangan hakim dengan regulasi yang berlaku, seperti
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; serta ketiga, pendekatan
konseptual (conceptual approach) yang diterapkan untuk menelaah dan menganalisis

konsep-konsep fundamental dalam hukum keluarga Islam yang memiliki keterkaitan




dengan pengaturan hak dan kewajiban di antara suami dan istri serta penerapan prinsip

keadilan kehidupan berumah tangga.

Data yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini dapat dibedakan dan
diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan
Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PAJr, adapun sumber hukum sekunder
mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan, literatur di bidang
hukum keluarga Islam, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, serta berbagai hasil
penelitian ilmiah yang relevan dan memiliki keterkaitan erat dengan pokok permasalahan
yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang
diterapkan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research),
yaitu dengan secara sistematis mengidentifikasi, memilah mengklasifikasi, dan
menelaahan berbagai bahan hukum yang relevan sesuai dengan fokus permasalahan dan
ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan. kemudian, analisis data dilakukan dengan
cara menggunakan metode normatif-argumentatif, yakni dengan mengkaji secara kritis
pertimbangan hukum hakim yang tertuang dalam putusan, kemudian mengaitkannya
dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam
hukum keluarga Islam. Adapun untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data, penelitian
ini mengedepankan konsistensi dalam proses analisis serta memastikan adanya
keterkaitan yang logis dan koheren antara data yang diperoleh, kerangka teori yang

digunakan, dan argumentasi hukum yang dibangun

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konstruksi Fakta dan Pertimbangan Awal Hakim dalam Perkara Poligami
Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA Jr

mengungkapkan bahwa dasar utama yang dikemukakan oleh pemohon dalam
pengajuan permohonan izin poligami adalah kondisi ketidakmampuan istri
pertama untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban biologisnya terhadap
suami.Dalam persidangan, pemohon menerangkan bahwa hubungan suami istri tidak
berjalan secara harmonis karena istri sering menolak melakukan hubungan badan.
Kondisi tersebut dipandang oleh pemohon sebagai faktor yang mempengaruhi
keberlangsungan rumah tangga dan menjadi dasar diajukannya permohonan izin

poligami. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban biologis diposisikan




sebagal bagian penting dalam kehidupan rumah tangga dan memiliki implikasi hukum
ketika dijadikan dasar dalam permohonan poligami di pengadilan agama.

Selain alasan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban biologis, persidangan
juga mengungkap bahwa pemohon telah menjalin kedekatan hubungan dengan
perempuan yang akan dijadikan istri keduanya selama kurun waktu yang tidak singkat,
dan dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak. Fakta ini menunjukkan bahwa
permohonan izin poligami tidak muncul dari keadaan yang sepenuhnya baru, melainkan
sebagal upaya untuk memperoleh pengakuan hukum atas hubungan yang telah terjalin.
Dalam konteks perkara ini, pengadilan agama tidak hanya memeriksa syarat administratif
permohonan, melainkan juga menilai realitas sosial serta kondisi rumah tangga yang telah
berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, perkara poligami dalam praktik peradilan
agama sering kali berkaitan dengan upaya penyelesaian hukum terhadap kondisi keluarga
yang telah terjadi sebelumnya.

Dalam menyusun pertimbangan hukumnya, majelis hakim juga
memperhatikan dan memperhitungkan adanya persetujuan yang diberikan oleh
istri pertama sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan
permohonan pemohonuntuk medapatkan izin melakukan poligami. Persetujuan
tersebut disampaikan secara langsung di hadapan persidangan dan dijadikan salah satu
dasar bagi hakim untuk menilai bahwa pengajuan permohonan poligami telah
ditempuh dan dilaksanakan melalui prosedur hukum yang sesuai dan sejalan
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain
itu, adanya persetujuan dari pihak istri mencerminkan bahwa penyelesaian permasalahan
rumah tangga dalam perkara yang dimaksud ditempuh melalui mekanisme musyawarah
yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pertimbangan
hukum yang dirumuskan oleh majelis hakim tidak hanya bertumpu pada alasan
biologis semata, melainkan juga turut memperhatikan aspek persetujuan dari
pihak-pihak yang berkepentingan serta kesiapan mereka dalam menanggung dan
menjalani segala konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan poligami.

Majelis hakim dalam putusannya kemudian menghubungkan fakta persidangan
dengan ketentuan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur alasan
diperbolehkannya poligami, khususnya terkait kondisi istri yang tidak menjalankan
kewajibannya sebagai istri (Asnidar, 2024). Dalam perkara yang dikaji, hakim
menginterpretasikan pemenuhan kewajiban biologis sebagai salah satu unsur dari

kewajiban rumah tangga yang memiliki keterkaitan erat dengan terjaganya keharmonisan




dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban
tersebut dipandang dapat menjadi alasan yang dipertimbangkan dalam pemberian izin
poligami (Mahendra, 2024). Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim
menempatkan kewajiban biologis tidak semata-mata dipandang sebagai urusan
yang bersifat pribadi dan tertutup, melainkan juga merupakan bagian dari aspek
kehidupan rumah tangga yang memiliki implikasi dan konsekuensi hukum yang
tidak dapat diabaikan.

Selain mempertimbangkan alasan yang berkaitan dengan kewajiban biologis,
majelis hakim juga turut mengevaluasi dan mempertimbangkan kemampuan
pemohon dalam memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya yang telah ditetapkan
dalam ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti kemampuan finansial dan
kemampuan untuk memperlakukansemua istrinya dan anak-anak yang berada di
bawah asuhanya secara adil. Berdasarkan alat bukti surat serta keterangan yang
disampaikan dalam proses persidangan, hakim berkesimpulan bahwa pemohon memiliki
kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan
demikian, putusan hakim dalam perkara ini didasarkan pada interaksi antara fakta-fakta
yang diajukan di persidangan, persetujuan istri, kemampuan finansial pemohon, serta
ketentuan hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang
Perkawinan. Pola pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim berupaya
menempatkan alasan biologis dalam kerangka syarat-syarat hukum yang telah ditentukan
dalam praktik peradilan agama.

. Konstruksi Penalaran Hakim dalam Memaknai Kewajiban Biologis

Pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr,
majelis hakim menginterpretasikan kewajiban biologis sebagai suatu elemen yang
tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh
suami dan istri dalam menjalani kehidupan perkawinan mereka. Hal tersebut terlihat
dari cara hakim menghubungkan penolakan hubungan badan dengan ketentuan Pasal 57
Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai keadaan istri yang tidak
mampu melaksanakan dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam
perkara ini, hakim tidak membatasi makna kewajiban hanya pada aspek domestik atau
administratif, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan biologis yang dipandang
memiliki hubungan dengan terciptanya keharmonisan ramah tangga (Rosikhun & Irsan,

2025). Dengan demikian, pemenuhan kewajiban biologis diposisikan sebagai salah satu




unsur integral yang menjadi bagian dari tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki
dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Dalam proses penalarannya, hakim tidak secara eksplisit menyebut penolakan
hubungan badan sebagai bentuk nusyuz, namun pertimbangan hukum yang dibangun
menunjukkan adanya hubungan antara ketidakmampuan menjalankan kewajiban biologis
dengan terganggunya keharmonisan rumah tangga. Majelis hakim menilai bahwa kondisi
tersebut telah terjadi dan berlangsung dalam rentan waktu yang cukup lama dan secara
nyata menimbulkan kendala yang signifikan bagi pemohon dalam menjalankan
kehidupan berumah tangga secara normal sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu,
alasan biologis dalam perkara ini diposisikan bukan sekadar sebagai persoalan pribadi
antara suami dan istri, melainkan sebagai keadaan yang dapat dipertimbangkan dalam
pemberian izin poligami berdasarkan hukum keluarga Islam dan hukum prundang-
undangan Indonesia (Cholil, 2025).

Di samping mempertimbangkan aspekyang berkaitandengan pemenuhan kewajiban
biologis, majelis hakim juga menilai adanya itikad baik dari pemohon untuk
menyelesaikan persoalan rumah tangga melalui mekanisme hukum. Hal ini tercermin dari
langkah yang ditempuh oleh pemohon dengan mengajukan permohonan izin poligami
melalui jalur pengadilan agama. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa prosedur
hukum yang ditempuh oleh pemohon merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperoleh
kepastian hukum berkenaan dengan status perkawinan serta kedudukan hukum anak -anak
yang telah lahir dari hubungan tersebut. Dengan demikian, pengadilan agama tidak hanya
menilai alasan poligami dari sisi normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek
kemaslahatan dan tertib administrasi hukum keluarga.

Majelis hakim juga mempertimbangkan kemampuan pemohon dalam memenuhi
prinsip keadilan sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam dan hukum positif. Pada
saat persidangan berlangsung, pemohon menyatakan dan menegaskan kesediaannya
untuk senantiasa bersikap adil terhadap istri-istrinya beserta anak-anak yang menjadi
tanggungannya, baik dalam aspek nafkah maupun perhatian keluarga. Pernyataan
tersebut diperkuat dengan bukti mengenai pekerjaan dan penghasilan pemohon yang
dianggap memadai dan mencukupi dalam rangka memenuhi kebutuhan-
kebutuhan yang terdapat dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, hakim
menilai bahwa syarat kemampuan material dan kesiapan berlaku adil telah terpenuhi
sebagal bagian dari syarat diperbolehkannya poligami menurut ketentuan hukum yang

berlaku. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa alasan biologis tidak berdiri sendiri,




melainkan harus didukung dengan terpenuhinya syarat-syarat lain dalam hukum keluarga
Islam (Zulaykha, 2024).

Secara keseluruhan, pola penalaran hakim dalam perkara ini dibangun melalui
keterkaitan antara fakta persidangan, ketentuan hukum, dan tujuan menjaga
keharmonisan rumah tangga. Hakim memaknai ketidakmampuan pemenuhan kewajiban
biologis sebagai alasan yang dapat dipertimbangkan dalam permohonan izin poligami
sepanjang didukung oleh syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hukum, seperti adanya
persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan kesanggupan berlaku adil. Dengan demikian,
pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa kewajiban biologis
ditempatkan sebagai bagian dari hak dan kewajiban antara suami dan istri yang
menempati posisi yang sangat fundamental dan tidak dapat diabaikan dalam
kehidupan berumah tangga menurut perspektif hukum keluarga Islam.

. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, hubungan yang terjalin antara
suami dan istri dibangun dan dijaga di atas landasan prinsip mu'asyarah bil ma'rif,
yaitu relasi yang dilandasi oleh kebaikan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta
tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Prinsip

tersebut ditegaskan dalam firman Allah Subahanahu wa ta’ala.:

Gl Bhsiaes

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. An-Nisa: 19)

Al-Tabari (2008) menjelaskan bahwa makna mu'asyvarah bil ma ‘rif
mencakup perlakuan baik terhadap istri dalam seluruh aspek kehidupan rumah
tangga, termasuk nafkah, komunikasi, dan hubungan biologis sesuai kemampuan
dan kepatutan. Hubungan biologis dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai
kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketenteraman dan
keberlangsungan rumah tangga (Anas et al., 2023). Oleh karena itu, persoalan
yang berkaitan dengan ketidakmampuan pemenuhan kewajiban biologis tidak
dipandang semata-mata sebagai persoalan privat, tetapi juga berkaitan dengan
tujuan perkawinan dalam Islam. Dalam perkara ini, hakim memaknai
ketidakmampuan pemenuhan kewajiban biologis sebagai kondisi yang dapat

mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut, sehingga hal tersebut turut dijadikan




sebagai salah satu landasan hukum dan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan terkait pemberian izin poligami.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini memiliki keterkaitan dengan
ketetapan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan izin bagi suami
untuk berpoligami apabila istri berada dalam kondisi yang menghalanginya untuk
melaksanakan dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri (Rahayu,2023).
Dalam putusan tersebut, hakim menginterpretasikan kewajiban istri secara lebih luas,
yakni tidak hanya mencakup urusan pelayanan domestik semata, melainkan juga meliputi
pemenuhan kewajiban biologis dalam kehidupan rumah tangga. Pola penalaran tersebut
menunjukkan bahwa hakim melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum dengan
menghubungkannya pada fakta persidangan yang menunjukkan adanya persoalan
berkepanjangan dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, alasan yang bersifat
biologis diposisikan dalam kerangka kewajiban rumah tangga yang memiliki implikasi
hukum tersendiri menurut ketentuan hukum keluarga Islam.

Dalam khazanah literatur fikih, hubungan biologis antara suami dan istri dipandang
sebagai bagian dari hak yang wajib ditunaikan secara proporsional dalam konteks
kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan kewajiban dan hak secara timbal balik
antara suami dan istri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ikhtiar dalam
melestarikan dan menjaga keutuhan serta kelangsungan kehidupan keluarga serta
menghindari timbulnya kemudaratan dalam perkawinan. Oleh karena itu, ketika
salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dalam waktu yang
berkepanjangan, Islam memberikan ruang penyelesaian yang tetap berada dalam koridor
syariat (Rangkuti et al., 2026). Dalam konteks perkara ini, pertimbangan hakim
memperlihatkan bahwa poligami diposisikan sebagai salah satu jalan penyelesaian
hukum vyang dipandang dapat menjaga keberlangsungan rmumah tangga dan
menghindarkan para pihak dari persoalan yang lebih besar.

Selain mempertimbangkan alasan biologis, hakim juga menilai adanya kemampuan
pemohon untuk memenuhi syarat keadilan dan kemampuan ekonomi sebagaimana
ditentukan dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam lingkup hukum keluarga Islam,
keadilan merupakan persyaratan pokok yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan
poligami, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam QS. An-Nisa ayat 3 (Sugiyarmni,
2022). Oleh karena itu, pertimbangan terhadap kemampuan ekonomi dan kesanggupan
berlaku adil menjadi bagian penting dalam penilaian hakim sebelum mengabulkan

permohonan poligami. Fakta bahwa hakim tetap menilai aspek tersebut menunjukkan




bahwa alasan biologis tidak berdiri sendiri, melainkan harus didukung dengan
terpenuhinya persyaratan-persyaratan lain yang telah ditetapkan dan diatur baik
dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Mahfudin & Wahyu, 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi pertimbangan hukum
yang dibangun dan dirumuskan oleh majelis hakim dalam menangani perkara
tersebut dibangun melalui perpaduan dan perpaduan antara fakta-fakta yang terbukti dan
terungkap dalam proses persidangan, ketentuan-ketentuan normatif yang termuat dalam
hukum positif yang berlaku, serta prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dan
diakui dalam hukum keluarga Islam. Hakim tidak hanya berfokus pada adanya persoalan
biologis dalam rumah tangga, tetapi juga menilai aspek persetujuan istri, kemampuan
ekonomi, dan kesanggupan berlaku adil sebagai satu kesatuan pertimbangan hukum.
Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa pengadilan agama memandang
pemenuhan kewajiban biologis sebagai bagian dari tujuan menjaga keharmonisan rumah
tangga dan sebagai salah satu alasan yang dapat dipertimbangkan dalam pemberian izin
poligami menurut hukum keluarga Islam.

. Analisis Putusan Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Ketentuan Poligami

Prinsip keadilan menjadi syarat yang paling mendasar dan utama dalam praktik

poligami sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 3.
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“Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja.”(QS.
An-Nisa: 3)

Ayat tersebut menegaskan dan menjelaskan bahwa kebolehan seorang suami untuk
melakukan poligami bersifat terbatas dan tergantung pada kemampuanya dalam
mewujudkan sikap adil secara proporsional terhadap seluruh istrinya (Kabir &
Wulandari, 2025)(Rifai et al., 2025). Dalam kerangka hukum keluarga Islam, konsep
keadilan tidak semata-mata dimaknai dalam dimensi materiil seperti pemberian nafkah,
melainkan juga meliputi aspek-aspek yang lebih luas, seperti pemberian perhatian yang
layak, perlindungan yang memadai, serta pemenuhan hak-hak istri secara seimbang dan
proporsional. (Ritonga et al., 2026). Dalam perkara yang dikaji, kesanggupan pemohon
untuk bersikap adil terhadap para istrinya dijadikan sebagai Salah satu faktor terpenting

dan paling menentukan yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum mengabulkan




permohonan izin untuk melakukan poligami. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan
hukum yang disampaikan oleh hakim tidak semata-mata didasarkan pada alasan biologis,
tetapi juga memperhatikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariat Islam yang menjadi dasar
kebolehan praktik poligami dalam ajaran Islam.

Selain QS. An-Nisa ayat 3, prinsip kehati-hatian dalam poligami juga ditegaskan
dalam QS. An-Nisa ayat 129:
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“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun
kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu
cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-
katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari
kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.
An-Nisa: 129).

Ayat tersebut menguraikan dan menggambarkan adanya keterbatasan yang melekat
pada diri manusia dalam mewujudkan sikap adil secara sempurna terhadap para istri. Ayat
tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak memandang poligami sebagai praktik yang
bebas tanpa batas, melainkan sebagai ketentuan yang dibatasi oleh tanggung jawab moral
dan hukum (Ulum et al., 2024). Dalam putusan ini, hakim berupaya memastikan bahwa
pemohon memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat-syarat poligami sebelum
permohonan dikabulkan. Dengan demikian, pertimbangan hakim memperlihatkan
adanya upaya untuk menempatkan praktik poligami tetap berada dalam koridor syariat
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditinjau dari sudut hukum positif yang berlaku saat ini, ketentuan mengenai
persyaratan poligami secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya alasan yang
dibenarkan secara hukum, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan berlaku
adil (Mansari et al., 2024). Majelis hakim dalam perkara tersebut menyimpulkan bahwa
syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi,
sebagaimana dibuktikan melalui fakta hukum yang muncul dalam persidangan dan bukti-
bukti yang diajukan pemohon. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk
menempatkan alasan ketidakmampuan dalam pemenuhan kewajiban biologis ke dalam
kerangka hukum yang telah ditentukan dan diatur dalam ketentuan hukum yang termuat

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, putusan yang




dijatuhkan dalam perkara ini tidak semata-mata berlandaskan pada pertimbangan yang
bersifat subjektif dari pihak pemohon, melainkan juga didasarkan pada terpenuhinya
persyaratan normatif yang telah ditetapkan dan diatur dengan tegas dalam ketentuan
hukum positif yang berlaku.

Pertimbangan yang dibangun oleh hakim dalam perkara ini turut memperlihatkan
adanya keterkaitan yang erat antara penerapan hukum keluarga Islam dengan dinamika
sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, perkara poligami
tidak selalu muncul semata-mata karena keinginan untuk berpoligami, tetapi sering kali
berkaitan dengan persoalan rumah tangga yang telah berlangsung dalam waktu lama
(Rohmah & Budihardjo, 2021). Oleh karena itu, hakim tidak hanya memeriksa aspek
normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan keberlangsungan hubungan
keluarga para pihak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan agama
berupaya menempatkan hukum sebagai sarana penyelesaian persoalan keluarga yang
tetap berada dalam ketentuan syariat dan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum, analisis terhadap putusan ini memperlihatkan bahwa majelis hakim
berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dengan ketentuan
hukum positif dalam memutus perkara izin poligami. Kondisi ketidakmampuan dalam
memenuhi kewajiban biologis dapat diakui dan dipertimbangkan sebagai alasan yang
relevan dalam permohonan poligami, selama syarat-syarat hukum lainnya juga terpenuhi
secara kumulatif, meliputi adanya persetujuan yang diberikan oleh pihak istri,
terpenuhinya kemampuan finansial pemohon yang memadai, serta adanya kesiapan dan
komitmen pemohon untuk berlaku adil kepada seluruh istrinya. (Rahmawati, 2025).
Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa pengadilan agama tidak memaknai
poligami sebagai hak yang bersifat mutlak, tetapi sebagai mekanisme hukum yang hanya
dapat dilakukan dalam kondisi tertentu sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan
kepentingan umum yang menjadi landasan sistem hukum keluarga islam.

. Implikasi Hukum dan Kontribusi Putusan dalam Praktik Peradilan Agama

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr menunjukkan
bahwa ketidakmampuan pemenuhan kewajiban biologis dapat diposisikan sebagai alasan
hukum dalam permohonan izin poligami selama persyaratan-persyaratan yang telah
ditetapkan baik dalam ketentuan hukum positif maupun dalam hukum keluarga Islam
terpenuhi secara kumulatif. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengadilan agama
memandang persoalan biologis dalam rumah tangga sebagai bagian dari keberlangsungan

tujuan perkawinan. Oleh karena itu, perkara poligami tidak hanya dipahami sebagai




persoalan individual, melainkan juga berkaitan dengan upaya menjaga keharmonisan
rumah tangga dan ketertiban hukum keluarga di masyarakat (Pakarti et al., 2023).

Implikasi hukum dari putusan ini terlihat pada semakin luasnya ruang interpretasi
hakim dalam memaknai frasa “istri tidak mampu menjalankan kewajibannya”
sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 57
Kompilasi Hukum Islam (Akbar, 2018). Dalam perkara yang sedang di teliti, kewajiban
tersebut dipahami sebagai sesuatu yang turut mencakup pemenuhan kewajiban biologis
dalam kehidupan rumah tangga. Interpretasi yang demikian mencerminkan bahwa
majelis hakim mengemban peran yang sangat vital dan strategis dalam mengisi
kesenjangan antara norma hukum yang dirumuskan secara umum dan abstrak dengan
fakta-fakta nyata yang terbukti dan terungkap dalam jalannya proses persidangan. Hal ini
menunjukkan bahwa praktik peradilan di lingkungan Pengadilan Agama tidak semata-
mata berfungsi sebagai instrumen penerapan hukum secara tekstual dan harfiah,
melainkan juga menjalankan fungsi penalaran hukum yang bersifat kontekstual dalam
menghadapi dan merespons persoalan-persoalan keluarga yang terus tumbuh dan
berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat. (Daulay et al., 2025).

Dari perspektif hukum keluarga Islam, putusan ini memperlihatkan bahwa poligami
diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam kondisi tertentu
ketika tujuan perkawinan sulit tercapai dalam rumah tangga monogami (Moh.fadlam,
2025). Dalam konteks perkara ini, hakim memandang bahwa ketidakmampuan
pemenuhan kewajiban biologis yang berlangsung secara berkepanjangan dapat
mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan menjadi alasan yang dipertimbangkan
dalam pemberian izin poligami. Namun demikian, kebolehan tersebut tetap dibatasi
secara ketat oleh prinsip keadilan, kapasitas ekonomi yang dimiliki, serta kewajiban
seorang suami dalam memenuhi dan menunaikan hak-hak seluruh anggota keluarga yang
menjadi bagian dari tanggungannya. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa
praktik poligami dalam hukum keluarga Islam tetap berada dalam kerangka syariat yang
menekankan tanggung jawab dan kemaslahatan keluarga.

Putusan ini juga berperan dalam penerapan pertimbangan hukum oleh majelis hakim
saat memeriksa dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan permohonan poligami
di Pengadilan Agama. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya syarat formal
permohonan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi rumah tangga para pihak secara
menyeluruh, termasuk keberlangsungan hubungan keluarga dan dampak sosial dari
perkara yang diajukan (Saputra et al., 2025). Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa

praktik peradilan agama senantiasa berupaya memposisikan hukum keluarga Islam




sebagal instrumen penyelesaian permasalahan keluarga yang bersifat aplikatif sekaligus
mampu menyesuaikan diri dengan konteks yang melingkupi suatu perkara. Dengan
demikian, putusan ini dapat menjadi rujukan bagi praktik peradilan agama dalam
menangani perkara serupa di masa mendatang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim
dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA Jr didasarkan
pada keterkaitan antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan
hukum positif yang berlaku, serta prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam
hukum keluarga Islam. Ketidakmampuan pemenuhan kewajiban biologis dipahami
sebagai alasan yang dapat dipertimbangkan dalam pemberian izin poligami sepanjang
didukung dengan persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan kesanggupan berlaku adil.
Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini mencerminkan bahwa
praktik peradilan di lingkungan Pengadilan Agama berupaya menempatkan poligami
sebagal suatu mekanisme hukum yang pelaksanaannya bersifat terbatas, terukur, dan
dapat dipertanggung jawabkan, serta senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip
keadilan dan kepentingan umum, yang merupakan inti dan landasan utama dalam hukum

keluarga Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa konstruksi pertimbangan hukum yang dirumuskan
oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA Jr
merupakan hasil dari keterpaduan dan keterkaitan yang erat antara fakta-fakta yang terbukti dan
terungkap sepanjang berlangsungnya proses pemeriksaan perkara di persidangan, ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam hukum positif yang berlaku, serta prinsip-prinsip mendasar yang
terkandung dalam hukum keluarga Islam. Hakim memaknai ketidakmampuan pemenuhan
kewajiban biologis sebagai bagian dari kondisi “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya”
sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa
kewajiban biologis dianggap sebagai faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga
dan tujuan perkawinan dalam Islam. Dalam konteks tersebut, putusan hakim menguatkan konsep
mu ‘dsvarah bil ma ‘rif yang menempatkan hubungan antara suami dan istri sebagai relasi timbal
balik yang mengandung hak dan kewajiban secara proporsional. Selain itu, penelitian ini juga
memperluas temuan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya membahas poligami dalam
aspek normatif, dengan menunjukkan bagaimana hakim melakukan penalaran hukum terhadap

persoalan biologis dalam praktik peradilan agama.




Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hakim tidak menjadikan alasan biologis sebagai
dasar tunggal dalam pemberian izin poligami, melainkan tetap mengaitkannya dengan syarat-
syarat lain seperti persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan kesiapan berlaku adil. Hal tersebut
mencerminkan adanya ikhtiar yang dilakukan oleh hakim untuk mengintegrasikan prinsip
keadilan yang terkandung dalam hukum Islam dengan ketentuan-ketentuan normatif yang diatur
dan ditetapkan dalam hukum positit yang berlaku. Temuan ini sekaligus mengkritisi pandangan
yang memaknai poligami semata-mata sebagai hak subjektif suami tanpa batasan hukum dan
tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, putusan ini memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama
berkedudukan sebagai lembaga peradilan yang tidak semata-mata menjalankan fungsi penerapan
hukum secara tekstual dan harfiah,tetapi juga menilai realitas sosial dan kemaslahatan keluarga
secara kontekstual. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya tentang
hukum keluarga Islam, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam perkara poligami. Dari
sudut pandangan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan dan
rujukan yang bermanfaat bagi hakim maupun praktisi hukum dalam memahami dan menetapkan
batasan-batasan pertimbangan hukum terkait dengan alasan biologis dalam penanganan perkara
permohonan izin poligami.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, yakni ruang lingkup
kajiannya yang hanya terpusat pada satu putusan Pengadilan Agama saja. sehingga belum dapat
menggambarkan secara menyeluruh pola pertimbangan hakim dalam perkara serupa di berbagai
daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga belum
mengeksplorasi pengalaman para pihak secara empiris dalam praktik rumah tangga dan proses
persidangan. Berdasarkan hal tersebut, dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut
dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam, baik melalui
perbandingan beberapa putusan pengadilan agama maupun melalui penelitian empiris mengenai
praktik pertimbangan hakim dalam perkara poligami. Penelitian lanjutan juga penting untuk
mengkaji bagaimana perkembangan dinamika sosial dan hukum keluarga Islam mempengaruhi

konstruksi pertimbangan hakim terhadap persoalan biologis dalam rumah tangga di Indonesia.
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